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KATAPENGANTAR

Puji dan Sy.ukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat

dan ridho - Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Kami

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purwakarta Tahun 2023 merupaka n dokumen perenc.rnaan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa untuk periode I (satu) tahun sebagai peniabaran dari Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purwakarta Tahun 2018-2023, dan iuga diiadikan sebagai pedoman dalam

men)rusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini

memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada

Tahun 2023

Kami berharap Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam

pelalsanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Purwakarta serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat

Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta,

sehingga pembangunan di Kabupaten Purwakarta dapat berialan dengan lancar

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 5 SePtember 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

N PURWAKARTA

P,M.SI

995121001
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purwakafta Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran

dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun

2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 tetap memperhatikan

program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan

program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.t, LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang

melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
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1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI

Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI

Tahun 2003 Nomor47, TLNRI Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLNRI Nomor,l421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004

Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (LNRI Tahun 2007

Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatraan Ruang ( Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia 4725), sebagaimana telah diubah denganUndang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI

Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor45, TLNRI Nomor4503);

9. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor

4578);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja lnstansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor

4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
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Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI

Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor4663);

12. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor

82, TLNRI Nomor 4737);

13, Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019

Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahu n 2020 - 2024;

17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19, Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

m, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah fahun 2022;
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n, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 lentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ( Berita Negara

Republik lndonesia Tahun2022 Nomor 590);

23, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Pelaksanaan Musrenbang Daerah ;

24, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Puruakarta Tahun 2005 - 2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2018 - 2023;

21. Peraturan Bupati Punrvakarta Nomor 48 Tahun 2022 lenlang Rencana Keria

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;

28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2023.

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Punryakarta fahun 2023 adalah sebagai acuan arah

kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah agar dokumen perencanaan

yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga dapat mewujudkan

sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.t.

r.3,1

1.3.2
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1,4, SlSTEi,lATl KA PE N U LISAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan

1,1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB ll : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan
M a s y ar aka td a n D e s a Tahun2021 danCapaian
Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

2.3 Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB lll : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3,2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.3 Program dan Kegiatan

BAB lV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V : Penutup
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BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESATAHUN LALU

2.1

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi,

dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan

pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat

pelaksanaanperencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 -
2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perenelnaan pembangunan

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana

perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah satunya dapat

dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan

Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program,kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat

sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),Rencana Kerla (Renja) Perangkat Daerah.

Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran

2023 telah selesai dilaksanakan diantaranya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 yang secara keseluruhan telah

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 rahun 2022 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Puruakarta menerima alokasi anggaran Belanja sebesar

Rp15.806.666.826,00. yang dialokasikan untuk pelaksanaan 5 Program, 11

Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 81,28 7o dan capaian

kinerja keuangan sebesar Rp12.305.473.807,00 (77,85 Yo), seperti yang tercantum dalam
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tabeldibawah ini

Tabel 2.1

Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta s.d Bulan Desember 2021

No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi(Rp.) l%l
Fisik

t%l

2 3 4 5 5 7

L PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

KABUPTEN/KOTA

Penganggaran,

dan Evaluasi

Kinerja Perangkat

Daerah

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat Daerah

9.999.884,00 6,850,000.00 69 100

Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan lkhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

9.999.782,OO 7,442,25O.OO 74 100

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

9.999.804,00 5,995,000.00 60 100

Administrasi

Keuangan

Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji

dan Tunjangan ASN

4,487,438,764.OO 4,221,735,497.OO 94 100

Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD

g,g99,952.oo 3,790,000.00 38 100

Administrasi

Barang Milik
Daerah pada

Perangkat Daerah

Rekonsiliasi dan

Penyusunan

Laporan Barang

Milik Daerah Pada

SKPD

9.999.804,00 14,439,000.00 78 100
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14,845,000.00 35 60Administrasi

Umum Perangkat

Daerah

Penyediaan

Komponen

lnstalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

42.994.074,OO

25,100,000.00 99 100Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

25.250.000,00

27,553,300.00 51 100Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

44.892.895,00

64 100L98,LLT,L7L,OO L26,26L,LOO.OOPenyediaan Bahan

Logistik Kantor

70 7090.000.000,00 52,938,000.00Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

3884,709,316.00 38225,L22,OOO.OOPenyelenggaraan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

SKPD

10035,200,000.00 6950.860.879,00Penatausahaan

Arsip Dinamis

pada SKPD

99 100224,3L3,OOO.OO22s,000,000.00Dukungan

Pelaksanaan

Sistem

Pemerintahan

Berbasis

Elektronik
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Pengadaan

Barang Milik
Daerah Penunjang

Urusan

Pemerintah

Daerah

Pengadaan Mebel 60.194.886,00 50.162.000,00 99 100

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

gedung Kantor

atau Bangunan

Lainnya

279.7s8.959,OO 274,L40,OOO.OO 98 100

Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan

Pemerintahan

Daerah

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

3.000.000,00 1,500,000.00 50 50

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

ro4.o22.720,OO 63,935,507.00 61 100

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum

Kantor

3,592,429,844.00 2,237,472,552.00 62 100

Pemeliharaan

Barang Milik
Daerah Penunjang

Urusan

Pemerintah

Daerah

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan,

Biaya

Pemeliharaan

dan Pajak

Kendaraan

Perorangan Dinas

atau Kendaraan

Dinas Jabatan

110.000.000,00 60,737,799.OO 55 100

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan,

Biaya

Pemeliharaan,

Pajak dan

perizinan

8.850.000,00 4,404,800.00 49 r.00
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Kendaraan Dinas

operasional atau

lapangan

Pemeliharaan

Mebel
10.000.000,00 0 0 0

Pemeliharaan/Re

habilitasi Gedung

Kantor dan

Bangunan

Lainnya

99.858.000,00 99.647.500,00 99,79 100

Pemeliharaan/Re

habilitasi Sarana

dan Prasarana

Gedung Kantor

atau Bangunan

Lainnya

36.700.000,00 8,040,000.00 22 60

2 PROGRAM

PENATAAN DESA

Penyelenggaraan

Penataan Desa

Fasilitasi Sarana

dan Prasarana

Desa

1.269.499.739,00 1,104,715,900.00 87 100

3 PROGRAM

PENINGKATAN

KERJASAMA

DESA

Fasilitasi Kerja

sama antar Desa

Fasilitasi

Pembangunan

Kawasan

Perdesaan

173,209,585.00 L07,205,no.oo 52 100

4 PROGRAM

ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

DESA

Pembinaan dan

Pengawasan

Penyelenggaran

Administrasi

Pemerintahan

Desa

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Administrasi

Pemerintahan

Desa

249,795,L74.OO

95,956,550.00 35 100

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan Desa

99.983.641,00 59,336,200.00 59 1-00
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Pembinaan

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintah Desa

649.854.614,00 402,528,500.00 52 100

Pembinaan dan

Pemberdayaan

BUM Desa dan

Lembaga Kerja

sama antar Desa

299,990.153,00 184,499,900.00 67 100

Penyelenggaraan

Pemilihan,

Pengangkatan

dan

Pemberhentian

Kepala Desa

1.339.700.063,00 L,224,932,600.00 91 100

Fasilitasi

Penyusunan

Profil Desa

99.999.984,00 9,060,200.00 91 100

Fasilitasi

Pengelolaan Aset

Desa

49.952.829,OO 0 0 0

Pembinaan

Peningkatan

Kapasitas

Anggota BPD

99,999,898.00

74,8L3,25O.OO 75 100

Fasilitasi Evaluasi

Perkembangan

Desa serta Lomba

Desa dan

Kelurahan

149.999.801,00 t44,768,092.00 96 100

Renja DPMD Kabupaten Pumakarta Tahun 2023 ll-1 3



5 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

TEMBAGA

KEMASYARAKAT

AN, IEMBAGA
ADAT DAN

MASYARAKAT

HUKUM ADAT

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

yang Bergerak di

Bidang

Pemberdayaan

Desa dan

tembaga Adat
Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

serta

Pemberdayaan

Masyarakat

Hukum Adat yang

Masyarakat

Pelakunya Hukum

Adat yang Sama

dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Fasilitasi

Penataan,

Pemberdayaan

dan

Pendayagunaan

Kelembagaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat

Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat

74.999.884,OO 71,130,500.00 95 100

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

(RT, RW, PKK,

Posyandu, tPM,
dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat

Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat

74.999.779,OO 0 0 0

Fasilitasi

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Kelembagaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat

Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

1,1'24,997,683.OO 1,050,152,200.00 93 100

Renja DPMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 |-14



331,47,477,766.00 31,500,000.00Fasilitasi

Pengembangan

Usaha Ekonomi

Masyarakat dan

Pemerintah Desa

dalam

Meningkatkan

Pendapatan Asli

Desa

0 00t7 4,999,666.OOFasilitasi

Pemerlntah Desa

dalam

Pemanfaatan

TeknologiTepat

Gun a

Sumber : LAKIP MD Kab. Purwakana Tahun 2021

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh)

sub kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dibawah 80,00 7o,

mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup kegiatan

penunjang sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan

dengan kebutuhan. Hal ini menunjukan bahwa Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran

2021 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan

melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dan Kondisi masih dalam

keadaan Pandemi Covid 19 sehingga sub kegiatan yang sifat

pelaksanaannya berupa sosialisasi tidak dapat dilaksanakan karena

adanya pembatasan social berskala besar (PSBB) dan PPKM'

Akan tetapi pada tahun anggaran 2021 di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Puruakarta terdapat juga 3 (tiga)
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kegiatan dan yang 4 (empat) sub Kegiatan tidak diserap sama sekali,

yaitu pada:

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan:

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan:

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatn yang bergerak di

bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam

Kabupaten/kota dengan Sub Kegiatan yaitu:

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK,Posyandu,

LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan

dan Masyarakat Hukum Adat.

Tepat guna.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi

fisik berbentuk output pada tahun 2021, maka perlu dicermati

kembali Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 berdasarkan

pada outcome setiap program sesuai dengan Formulir Evaluasi Pada

Permendagri No. 86 Tahun 2017.
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Tabel2.2
Evaluasi Hasit Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD

S.D Tahun 2021 Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No
Urusan

Program/Kegiatan

!ndikator Kinerja

Program
(Outcomel/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program
(Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun

202L

Realisasi

Target

Kinerja Hasi!

Program dan
Keluaran

Kegiatan sd

Tahun 2020

Target Dan Realisasi Kineria Program

dan Kegiatan Tahun talu (n-2) Target

Program

dan
Keg:atan

(Renla PDI

Tahun 2021

Perkiraan Realisasi CaPaian

Target Renstra PD sd Tahun

Berjalan

Target

Renja PD

2020

Realisasi

Renja PD

Tahun 2020

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Keglatan sd

Tahun 2021

Tingkat
Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 L0 11

L, Program Dukungan

Manajemen
Adminitrasi
Perkantoran

rco% 70OYo too% too%

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat
LO0% LOo% LOo% LOO%

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

too% t0OYo LOO%
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Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor
700Yo tOOYo LOo% LOOYo

Penyed iaan Alat Tulis

Kantor
!OOYo llOYo 700% 70Oo/o

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

!OOYo l0OYo 700%

Penyediaan

Komponen lnstalasi

Listrik/Penerangan
BanBunan Kantor

700% L00% 700% lOlYo

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga
LOg% t00% 700%

LOOYo too% llOYo 10Oo/o
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Rapat-rapat

koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Dae ra h

t00% LOo% too%

Penyediaan Jasa

Tenaga PTT
700% t00% t00% 700%

100% llOYo

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

7O0o/o too% lO07o 700%

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor
too% LOO% t00%

Pemeliharaan

Rutin/berkala Gedung

Kantor

roo% 100% TOOYo
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Pemeliharaan

rutin/berkala
kendaraan

dinas/operasional

too% LOO% LOO% L00%

Pemeliharaan

rutin/berkala
perlengkapan gedung

kantor

too% tOOYo IOOYo TOOYo

Pemeliharaan

rutin/berkala
peralatan gedung

kantor

LOO% L00% LOO% L00%

Pengadaan Pakaian

khusus hari-hari

tertentu

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

lkhtisar Realisasi

Kinerja

to0%

too%

700%

L0OYo

ro0%

lO0Yo

L00%

tO0Yo
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Penyusunan Laporan

Keuangan Akhit
Tahun

too% LOO% 100% too%

Penyusunan Laporan

lnventarisasi Barang

Milik Daerah

too% too% 700% LOO%

Penyusunan Rencana

Kerja SKPD
700% too% TOOo/o too%

Penyusunan Laporan

Tahunan LPPD
100% LOO% t00% LOO%

PremiAsuransi
Pegawai Non PNS

L00% L00% LO0% LOO%
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Penyusunan

Perubahan Dokumen

Perencanaan Daerah

LOOYo L00% IOOYo too%

Pengadaan Website

DPMD
L00% IOOYo LOO% too%

2 Program

Pemberdayaan

Ekonomi Desa

too% r00% LOOYo lOOo/o

Pembinaan dan

Peningkatan

Kapasitas Pengelola

Bumdesa di

Kabupaten

Purwakarta (DBHCHT

Tahun 2020)

roo% LO9% LOO% 700%

Penunjang

Operasional Program

Pengembangan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

(P3MD)

LOO% too% lOOo/o LOO%
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Penunjang Kegiatan

Bantuan Permodalan

untuk Pen8embangan

Produk Unggulan

Desa Kabupaten

Purwakarta

100% r00% 700% 700%

Pembinaan dan

Pengawasan

Pendistribusian
Tertutup Liquifield

Petroleum Gas

Tertentu

Sosialisasi Perundang-

undangan Daerah

TentanB Bumdes

Program

Pengembangan

Kelembagaan dan

Potensi Desa

Lomba Desa

TOOYo 700% 700% to|%

too% TOOYo 100%

!oo% 700% 100%

1,00% !OOYo lOOYo

3

LOO%

700%

too%
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Lomba Posyandu

Penyusunan Profil
Desa/Kelurahan

Penyusunan lndek
Desa Membangun
(rDM)

LOO%

LOO%

LOO%

t$OYo

100%

L00%

700%

LOO%

100Yo

LOO%

700o/o

LOOo/o
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Pengembangan

Teknologi Tepat Guna
1.O0Yo too% too%

Bhakti Siliwangi

Manunggal satata

Sariksa (BSMS5)

(Kecamatan Pondok

salam Purwakarta)

100% lOlYo IOOYo llOYo

Peningkatan

Kapasitas Kader

Pe m ba ngu nan

Pemberdayaan

Masyarakata dalam

Penanganan Stunting

700yo lOlYo 100% l0OYo

4 Program Penguatan

dan Pembinaan

Pemerintahan Desa

tol% 100% IOOYo

Monitoring dan

Evaluiasi Administrasi

Desa

700% 70OYo 7O0Yo t00%
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Bimbingan Teknis

Keuangan
700% t00% 700v" L00%

Peningkatan

Kapasitas Kepala Desa
L00% 100% tol% L1OYo
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Bimbin8an Teknis

Bagi Perangkat Desa
700% 100% 700%

Penunjang

Opersaional Bidang

Pemerintahan Desa

t00% !o0% 100% lO0Yo

PenunjanB

Operasional

Sekretariat Bersama

Dana Desa

700% too% 700/o

Sosialisasi Perundang-

undanga n daerah

Tentang Pilkades

700% 10oo/o L00%

5 Program

Pembangunan

Kawasan Perdesaan

100% 700% 100%

Peningkatan Kinerja

lnfrastruktur
Pedesaan

70OYo L0OYo 700% 700%
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Sedangkan untuktahun berjalan yaitu Tahun Anggaran 2022dengan

usulan mencapai sebesar Rp 14.516.947.420,00 terdiri atas 5
Program dan 11 Kegiatan serta 35 sub Kegiatan, dengan estimasi

capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100,00 7o serta tetap

memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggaran. Berdasarkan

kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022

maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2023, dapat

dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Dalam Pencapaian

lndikator Kinerja Belum Didukung Dengan Ketersediaan Data-

Data Yang Memadai dan Sistem Kerja Stakeholder Pendukung

Secara Optimal, Sehingga Berpengaruh Terhadap Kualitas

Penyusunan Hasil Kajian.

b. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Dinas pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yang Berkualitas Sehingga Berdampak

Pada Kualitas Produk Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, maka pada

Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purwakafta menyusun Strategi :

a. Memperkuat Kelembagaan Usaha dan Meningkatkan nilai tambah

Produk serta Jangkauan Pemasaran

b. Meningkatkan daya tarik lnvestasi

c. Mengembangkan Perekonomian Desa

Dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan Peran UMKM dan Kewirausahaan dalam peningkatan

Ekonomi Masyarakat.
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2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten

Purwakarta merupakan Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 23 lahun 2021

mempunyai TugasMembantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Bidang Pemberdayaan Masuarakat yang Menjadi

Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada

Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta

mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan bidang

Pemberdayaan MasYarakat dan Desa;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan

Pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas

dan fungsinYa.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut' Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta

mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

'l Kepala Dinas

a. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan' program dan

kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa;

b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pmbinaan dalam

pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
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2.

c. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan

laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa;memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses

evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan

Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. melakukan pembinaan keapada bawahan;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan

Perangkat Daerah dan pihak- pihak lain yang terkait; dan

f. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

(l ) sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan

kesekretariatan yang meliputi perenelnaan dan pelaporan, keuangan'

serta kepegawaian dan administrasi umum.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan Dinas;

b. pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;

c. pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;

e. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

lingkup tugas dan fungsinYa.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan (3) di atas, Sekretaris mempunyai perincian tugas:
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a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan Dinas;

b. menyelenggarakan pehatausahaan keuangan Dinas, yang

meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akunting;menyusun dan

melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan

dengan urusan kepegawaian, serta mengelola administrasi

kepegawaian Dinas;

c. mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan

administrasi dokumen Dinas baik yang masuk maupun keluar, dan

kearsipan;

d. mengelola sarana dan prasarana kerja Dinas;

e. memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan

Dinas kepada Kepala Dinas;

f. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan

kesekretariatan kepada Kepala Dinas;

g. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-

pihak lain yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan

tugas kedinasan;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

sesuai lingkup tugas dan fungsinya;

j. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2.a Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

(l) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh

seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan'

pelaporan dan keuangan Dinas.
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai

fungsi:

a. pengumpulan dataibahan yang diperlukan untuk penyusunan

dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan Dinas;

b. pengolahan dan analisis dataibahan dalam rangka

penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan, dan

keuangan Dinas;

c. penyusunan konsep dokumen perencanaan, pelaporan, dan

keuangan Dinas;

d. Pengelolaanan dan peiatausahaan keuangan Dinas;

e. pelaksanaan koordinasikegiatanadministrasikeuangan
Dinas;

f. pelaksanaan penatausahaan keuangan, yang meliputi

penganggaran, perbendaharaan, dan akunting; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinYa.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, Subbagian

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai perincian

tugas:

a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan,

Keuangan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas,

yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana

Kinerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Urusan Pemerintahan

bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Profil Dinas;
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c. melakukan pengolahan dan analisis data/bahan dalam

rangka penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan, dan

Keuangan Dinas;

d. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan

Dinas;

e. mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan,

pelaporan dan keuangan Dinas;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan

kepada unit organisasi di lingkup Dinas;

g. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku

pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan ;

h. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara

dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas;

i. membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang

berlaku;

j. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan

pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan

honor Non Pegawai Negeri SiPil;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan,

pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan

keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

l. meneliti kelengkapan dokumen usulan SPP-LS, SPP- UP'

SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta

penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran;

m. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;

n. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;

o. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas;

p. menyelenggarakan akunting keuangan, meliputi akunting

penerimaan kas, akunting pengeluaran kas, akunting asset

tetap dan akunting selain kas;
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q. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan

kegiatan APBD di lingkup Dinas;

r. menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap akhir tahun;

s. memantaupelaksanaan/penggunaananggaranbelanjaDinas;

t. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

u. memberikan saran dan pertimbangan teknis melaksanakan

koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit

kerja lain yang terkait;

v. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan

lingkup Dinas;

w. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan

kepada Atasan;

x. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan

pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas

kedinasan;

y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.b Subbagian Kepegawaian dan Umum

(l) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala

subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

(2) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas

menyelenggarakan manajemen kepegawaian, mengelola sarana

dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen Dinas, dan

kearsipan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraanmanajemenkepegawaian;
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b. Pengelolaanan sarana dan prasarana kerja dinas;

c. Pengelolaanan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;

dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

lingkup tugas dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, Subbagian Kepegawaian dan

Umum mempunyai perincian tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian

Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. menyusun kebijakan, program dan kegiatan bidang

kepegawaian dan umum;

c. menyusunestimasikebutuhan/formasipegawai;

d. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup

Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat,

Kenaikan Gaji Berkala, Daftar Urut Kepangkatan, data

pegawai, Kartu Pegawai, kartu istri/suami, tunjangan

anaUkeluarga, asuransi kesehatan, tabungan asuransi

pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pensiun, membuat

usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar'

membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian

ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan,

memberikan layanan Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti

pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin

pernikahan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan

pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau

mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai

e. dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan Pengelolaan

penilaian sasaran kerja Pegawai;

f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan

hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;

g. mengelola barang/Aset milik Daerah di lingkup Dinas sesuai
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k.

dengan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;

mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan Dinas,

hubungan masyarakat dan protokoler Dinas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,

perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup

Dinas;

mengelola sarana dan prasarana Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang

Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang

Unit (RKPBU);

menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas

lnventaris Barang;

menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan

kepegawaian kepada Sekretaris;

melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-

pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang -undangan.

3. Bidang Pemerintahan Desa

(l) Bidang Pemerintahan Desa di pimpin oleh seorang kepala bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

(2) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas

melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan tata

pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, sertia pendapatan

dan kekayaan desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (2),

h.

J

m.

n.

(r.

p

q

r

s.
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(4) Bidang Pemerintahan Desa mempunyaifungsi:

a. perumusan kebijakan dalam hal tata pemerintahan desa,

administrasi dan perangkat desa, serta pendapatan dan

kekayaan desa;

b. pelaksanaan kebijakan dalam hal tata pemerintahan desa,

administrasi dan perangkat desa, serta pendapatan dan

kekayaan desa; dan

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan daerah dalam hal tata

pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, dan

pendapatan dan kekayaan desa.

(5) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayal (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemerintahan

Desa mempunyai perincian tugas, sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja bidang Pemerintahan Desa sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembentukan,pemekaran, penggabungan dan

penghapusan, dan batas desa;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan

desa;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi

penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan

dan penghapusan desa;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan

dan penghapusan desa;

f. menyusun pedoman peran Badan Permusyawaratan Desa

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

g. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan

pendidikan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa;

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan

fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran

Badan Permusyawaratan Desa;
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j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

x.

v.

z.

aa.

menyusun pedoman pengembangan kapasitas kepala desa;

Menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan

pendidikan bagi kepala desa;

melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan

fasilitasi pengembangan kapasitas kepala desa;

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

pengembangan kapasitas kepala desa;

menyusun pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan kepala

desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala

desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian

kepala desa;

menyusun bahan persetujuan dan penetapan urusan

pemerintahan daerah kabupaten yang ditugas

pembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan

lingkup tugasnya;

menyusun urusan pemerintahan daerah yang dapat

diserahkan kepada pemerintahan desa;

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan otonomi desa.

menyusun kebijakan dan pedoman teknis administrasi dan

perangkat desa;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa ;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa ;

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

menyusun administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

menyusun pedoman pengembangan kapasitasperangkat

desa;

menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan

pendidikan bagi perangkat desa;

melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan
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ab. fasilitasi pengembangan kapasitas perangkat desa;

bb melaksanakan monitoring dan evaluasi serta

pelaporan pengembangan kapasitas perangkatdesa;

menyusun pedoman Pengelolaan keuangan dan aset desa;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengelolaan

keuangan

dan aset desa;

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi

Pengelolaan keuangan dan aset desa;

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

Pengelolaan keuangan dan aset desa;

melaksanakan fasilitasi penertiban dan legalisasi

kekayaan desa;

melaksanakan fasilitasi inventarisasi sumber kekayaan /

potensi desa;

melaksanakan fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan

kekayaan desa;

menyusun bahan laporan Pengelolaan pendapatan dan

kekayaan desa;

melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APB desa;

melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan

keuangan dan pelaksanaan APB desa;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang ;

menghimpun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

dan

cc.

dd.

ss

hh

oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.a Kelompok Sub-substansi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

menyusun rencana kerja pengelolaan urusan fasilitasi, koordinasi,

pembinaan dan pengawasan Tata Pemerintahan Desa sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

ee

ff

[.

IJ

kk

il.

mm.

nn.

a
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b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup

pengelolaan urusan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengawasan Tata Pemerintahan Desa;

c. menyelenggarakan pembentukan, pemekaran, penggabungan

dan penghapusan, dan batas desa;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan

desa;

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi

penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan

penghapusan desa;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan

penghapusan desa;

g. menyusun pedoman peran Badan Permusyawaratan Desa

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

h. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan

pendidikan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa;

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi

Badan Permusyawaratan Desa ;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran

Badan Permusyawaratan Desa;

k. menyusun pedoman pengembangan kapasitas kepala desa;

l. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan

pendidikan bagi kepala desa;

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi

pengembangan kapasitas kepala desa;

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

pengembangan kapasitas kepala desa;

o. menyusun pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan kepala

desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

p. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa

dan Badan PermusYawaratran Desa;
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q. melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian

kepala desa;

r. menyusun bahan persetujuan dan penetapan urusan

pemerintahan daerah kabupaten yang ditugas pembantuankan

kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

s. menyusun urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan

kepada pemerintahan desa;

t. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan otonomi desa;

u. menghimpun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;.dan

v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Tata

Pemerintahan Desa.

3.b Kelompok Sub-substansi Administrasi dan Perangkat Desa

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan fasilitasi, koordinasi,

pembinaan dan pengawasan Administrasi dan Perangkat Desa

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup

pengelolaan urusan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengawasan Administrasi dan Perangkat Desa;

c. menyusun pedoman teknis administrasi dan perangkat desa;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa;

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

g. menyusun administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

h. menyusun pedoman pengembangan kapasitas perangkat desa;

i. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan

pendidikan bagi perangkat desa;

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi
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3c.

pengembangan kapasitas perangkat desa;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi sertia pelaporan

pengembangan kapasitas perangkat desa ;dan

l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan fasilitasi,

koordinasi, pembinaan dan pengawasan Administrasi dan

Perangkat Desa.

Kelompok Sub-substansi Pendapatan dan Kekayaan Desa

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan fasilitasi,

koordinasi, pembinaan dan pengawasan pendapatan dan

kekayaan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup

pengelolaan urusan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengawasan pendapatan dan kekayaan desa;

c. menyusun pedoman Pengelolaanan keuangan dan aset desa;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengelolaanan keuangan

dan aset desa;

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi

Pengelolaanan keuangan dan aset desa;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

Pengelolaanan keuangan dan aset desa;

S. melaksanakan fasilitasi penertiban dan legalisasi kekayaan desa;

h. melaksanakan fasilitasi inventarisasi sumber kekayaan / potensi

desa;

i. melaksanakan fasilitasi Pengelolaanan dan pemanfaatan

kekayaan desa;

j. menyusun bahan laporan Pengelolaan pendapatan dan kekayaan

desa;

k. melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APB desa;

l. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan

pelaksanaan APB desa;dan

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pendapatan
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dan Kekayaan Desa.

4. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa

(1) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa dipimpin

oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan

Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa yang meliputi

penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sumber daya

alam dan teknologi tepat guna, serta peningkatan sarana dan

prasarana desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan

pengembangan kelembagaan dan potensi desa;

b. pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan

Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa;

c. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan'

program, dan kegiatan bidang pengembangan kelembagaan dan

potensi desa; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait

dengan tugas dan fungsinYa.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan

Kelembagaan dan Potensi Desa mempunyai perincian tugas, sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kerja Bidang Pengembangan Kelembagaan

dan Potensi Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan tugas internal di lingkup Bidang

Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa;

c. merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai

pedoman operasional penyelenggaraan Pengembangan
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d.

e

f.

g.

Kelembagaan dan Potensi Desa;

melakukan sosialisasi, fasilitasi, supervisi, advokasi, dan

konsultasi penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan

Potensi Desa

melaksanakan Monitoring, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas bidang pengembangan kelembagaan dan

potensi desa;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang;

memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

koordinasi/fasilitasi/monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Bidang pengembangan kelembagaan dan potensi desa;

dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h.

5.a Kelompok Sub-substansi Penguatan Kelembagaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan pengoordinasian dan

pembinaan atas penyelenggaraan penguatan kelembagaan

masyarakat desa/kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan keb'rjakan, program dan/atau kegiatan lingkup

pengelolaan urusan pengoordinasian dan pembinaan atas

penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat

desa/kelurahan;

c. menyusun bahan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam hal

penguatan kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat;

d. menyusun kebijakan teknis dan atau bahan kebijakan daerah dalam

hal Penguatan kelembagaan masyarakat desa/ kelurahan,

Pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya

masyarakat.

e. mengkoordinasikan, memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat,
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dan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian serta

penggalian nilai- nilai budaya lokal;

f. melaksanakan pengolahan data dan informasi penguatan

kelembagaan masyarakat;

g. mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk

pengembangan/pembentukan jaringan melalui penguatan

kerjasama antar kelembagaan adat istiadat;dan

h. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Penguatan

Kelembagaan Masyarakat.

5.b Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Pendayagunaan

Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai

tugas:

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan pengoordinasian dan

pembinaan atas penyelenggaraan pengembangan dan

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup

pengelolaan urusan pengoordinasian dan pembinaan atas

penyelenggaraan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya

alam dan teknologi tepat guna;

c. menyusun bahan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam hal

pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan

teknologi tepat guna;

d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan

sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

e. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan

Bimbingan teknis, supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan

pengembangandan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi

tepat guna;

f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pemanfaatan lahan dan

pesisir pedesaan;

g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pembinaan, pemanfaatan, dan

pendayagunaan serta pemetaan sumber daya alam dan teknologi
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tepat guna;

h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pemasyarakatan dan

kerjasama teknologi perdesaan;

i. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi teknologi tepat guna

berbasis lT; dan

j. melaksanakan gelar teknologi tepat guna tingkat kabupaten, tingkat

provinsi dan tingkat nasional, pemetaan TTG, dan Posyantek.dan

k. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pengembangan

dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

5.c Kelompok Sub-substansi Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan pengoordinasian dan

pembinaan atas penyelenggaraan sarana dan prasarana desa

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup

pengelolaan urusan pengoordinasian dan pembinaan atas

penyelenggaraan sarana dan prasarana desa;

c. menyusun bahan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam hal

sarana dan prasarana desa;

d. mengkoordinasikan/memfasilitasi, membina, mengawasi serta

monitoring dan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana

perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan

desa;

e. melaksanakan fasilitasi kemanunggalan TNI dan masyarakat desa

dalam membangun desa;

f. mengkoordinasikan/memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana

infrastruktur di perdesaan ;

g. melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam fasilitasi'

rehabilitasi, rumah tidak layak huni didesa, infrastruktur desa, serta

sarana dan prasarana lainnya di desa dan desa perbatasan;

h. melakukan pengembangan penanganan program sarana dan

prasarana desa, dan desa perbatasan;
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melakukan Fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan

prasarana desa;dan

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan sarana dan

prasarana desa.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa di pimpin oleh seorang

kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Lembaga

Usaha Ekonomi Desa, Pemasaran Usaha Ekonomi Desa,

Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pemberdayaan Usaha ekonomi desa;

b. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang;

c. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas terkait

dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Desa mempunyai perincian tugas, sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang

pemberdayaan Usaha ekonomi desa;

b. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Usaha

ekonomi desa;

c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas lembaga Usaha

ekonomi desa;

d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, bahan pemasaran

usaha ekonomi desa;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan

modal usaha ekonomi desa;
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f. menyelenggarakan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi desa;

g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan

lembaga Usaha ekonomi desa,pemasaran usaha ekonomi desa, dan

pengembangan modal usaha ekonomi desa;

h. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup

bidang;

i. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, dan pemantauan

terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang pemberdayaan usaha ekonomi

desa;

j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan

mengenai bidang pemberdayaan usaha ekonomi desa sebagai

bahan perumusan kebiajakan pemerintah daerah;

l. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi bidang;

m. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang;

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

6.a Kelompok Sub-substansi Lembaga Usaha Ekonomi Desa

memPunyar

tugas:

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan pengoordinasian

dan pembinaan atas penyelenggaraan lembaga usaha

ekonomi desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup
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pengelolaan urusan pengoordinasian dan pembinaan atas

penyelenggaraan lembaga usaha ekonomi desa;

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis lembaga usaha

ekonomi desa;

d. melaksanakan penyusunan dan bahan fasilitasi lembaga usaha

ekonomi desa;

e. melaksanakan pembinaan penataan manajemen lembaga usaha

ekonomi desa;

f. melaksanaan pembinaan pengelolaan data dan informasi lembaga

usaha ekonomi desa;

g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pengelola

lembaga usaha ekonomi desa;

h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise pengembangan

lembaga usaha ekonomi desa;

i. melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga usaha ekonomi desa;

J. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan;

K. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan; dan

l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai

Lembaga Usaha Ekonomi Desa sebagai bahan perumusan

kebijakan Pemerintah Daerah;

6.b Kelompok Sub-substansi Pemasaran Usaha Ekonomi Desa

mempunyai

tugas:

menyusun rencana kerja pengelolaan urusan pengoordinasian

dan pembinaan atas penyelenggaraan pemasaran usaha

ekonomi desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

a
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b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan

lingkup pengelolaan urusan pengoordinasian dan pembinaan

atas penyelenggaraan pemasaran usaha ekonomi desa;

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup

pemasaran usaha ekonomi desa;

d. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pemasaran usaha

ekonomi desa;

e. melaksanakan pembinaan penataan manajemen pemasaran usaha

ekonomi desa;

f . melaksanakan pembinaan pengelolaan data dan informasi

pemasaran usaha ekonomi desa:

g.melaksanakanfasilitasidanpembinaanterhadappengelola
pemasaran usaha ekonomi desa;

h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise dan

pengembangan pemasaran usaha ekonomi desa;

i. melaksanakan peningkatan kapasitas pengembangan pemasaran

usaha ekonomi desa;

J. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan;

k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan Pertimbangan

pengambilan kebiiakan; dan

l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai

pemasaran usaha ekonomi desa sebagai bahan perumusan

kebijakan Pemerintah daerah ;

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Modal Usaha

Ekonomi Desa memPunYai tugas:

a. menyusun rencana keria pengelolaan urusan pengoordinasian

dan pembinaan atas penyelenggaraan pengembangan modal

usaha ekonomi desa

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup

pengelolaan urusan pengoordinasian dan pembinaan atas

6.c
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penyelenggaraan pengembangan modal usaha ekonomi desa;

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sesuai lingkup

urusan;

d. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi sesuai lingkup

urusan;

e. melaksanakan pembinaan penataan manajemen sesuai lingkup

urusan;

f. melaksanakan pembinaan pengelolaan data da informasi sesuai

lingkup urusan;

S. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pengelolaan

pengembangan modal usaha ekonomi desa;

h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi sesuai lingkup

urusan;

i. melaksanakan peningkatan kapasitas pengembangan modal

usaha ekonomi desa;

J. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laoran hasil

pemeriksaan;

m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;dan

n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan sesuai

lingkup urusan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah

daerah.

7. Sub-Koordinator Jabatan Fungsional

(1) Kelompok sub-substansi merupakan tugas tambahan kepada

pejabat fungsional selaku sub-Koordinator jabatan fungsional

(z) Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melaksanakan fungsi pelayanan fungsional

sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi

Administrator.

(3) Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atias usulan Sekretaris

Daerah.

(4) Pengaturan lebih lanjut
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fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

(l) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai

dengan titelatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

(2) Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan

Fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas,

dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten

Punruakarta Nomor 109 Tahun 2020 :
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UIMPIRAN

NOMOR

TANGCAL

TENTANG

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kabupaten Purwakarta

: PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

: 109 TAHUN 2020

| 17 FEBRUAR] 2020
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LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

Gambar 2.2

Bagan Struktur Organisasi

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kabupaten Purwakarta

: PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

: 109 TAHUN 2020

: 17 FEBRUARI 2020

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBER.DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN

PURWAKARTA

KEPALA

SEKRETARIAT

MAMAN,S.Sos, M'Si.

SUBBAGIAN

KEPEGAWA]AN DAN UMUM

SUEBAGIAN

PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

BIDANC

PEMBERDAYAAN USATTA EKONOMI DESA

BIDANG

PEMERINTAHAN DESA

BIDANC

PENGEMBANGAN KELEMBACAAN DAN
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SEKSI
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SEKSI

SEKSI
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SEKSI PENGEMBANGAN DAN

PENDAYACUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN
TEKNOLOCI TEPAT GUNA

SEKSI

DAN
PENGEMBANCAN MODAL USAHA EKONOMI

DESA

SEKSI

SEKSI

SARANA DAN PRASARANA DESA
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2,1 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
i,lASYARAKAT
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten

Purwakarta akan menambah usulan program dan kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat

Daerah Tingkat Kabupaten yang langsung ditujukan kepada

Perangkat Daerah terkait maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian

lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan musrenbang

kecamatan.

Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para

Pemangku Kepentingan Tahun 2023 di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

USUI-AN PROGRAM DAN KEGIATAN DARIPARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

KABUPATEN PURWAKARTA

pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggaraa urusan pemerintahan wajib bukan

pelayanan dasar dapat dilihat pada di bawah ini:

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

NIHIL



TABEL T.C 30

PENCAPAIAN KINERJA PEIAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PURWAKARTA

No lndikator

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
catatan
AnalisisTahun

2018

Tahun
2019

Tahun

2020

Tahun

202L

Tahun

2022

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun
202L

1 2 5 5 7 8 9 10 11 L2 13 t4

1

Jumlah Lembaga

Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) yang di

bina (Buah)

192 192

2
Jumlah Badan Usaha Milik

Desa yang Dibina (buah)
88 172

3

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam

Pembangunan sarans dan

Prasarana desa (%)

7o/o 20

4

Pembinaan Aparatutr

Pemerintah Desa

(Kegiatan)
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A

Pembinaan dan fasilitasi

Pengelolaan keuangan

desa (Kegiatan)

6

Meningkatnya Kualitas

Psmbinaan Kelembagaan

Desa (%)

100% 100

7

Persentase Pegawai Yang

Memiliki Kesesuaian

Kompetensi

8'1 100 95

I
Tingkat Pemenuhan

Kebutuhan Rumah Tangga

dan Sarana / Prasarana

Kantor

on '100 90 100

I
Persentase Sarana dan

Prasarana Dalam Kondisi

Baik

vb 100 90 90

10

Persentase Unil Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100 93 '100 93

1'l

Persentase Perencanaan

dan Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Yang Tepat WaKu dan

Sesuai Peraturan

Perundang-undangan

90 75
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'12
Persentase Ketersediaan

Data Kinerla OPD 100 100

Jumlah Desa Maju

Berdasarkan IDM (Desa) 13 15 28 35

14

Jumlah Desa Berkembang

Berdasarkan lDlll (Desa)
126 134 132 '104

15

Jumlah Desa Tertinggal

Berdasarkan l0M (Desa) 44 34 I

16

Persentase Masyarakat

dalam Pembangunan

Sarana dan Prasarana

desa (Pamsimas)

20 40 20 40

17

Jumlah Kegratan

KemasyaEkatan yang

dilaksanakan di tiap desa
45 20 45

18

Persentase Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat yang di bina
40 20 40

19
Jumlah Posyandu yang di

bina
203 406 203 1.031

20
Persenlase Kawasan 42 41 57
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Perdesaan

172175175 17721
Jumlah Bumdes yang di

bina (Bumdes)

120230230 41022

Jumlah Potensi lnovasi

yang dikembangkan

(Jenis)

9018318323

Jumlah Pembinaan

Pengelolaan keuangan

dan keuangan Desa

183

366366300 60024

Jumlah Pembinaan

Penyelenggaraan tata

pemerintahan bagi Kepala

desa, Perangkat Desa dan

Bamusdes

BBBB25
Capaian sakip perangkat

daerah

909090 9026

Persentase Pemenuhan

Penunjang Pelayanan

Perkantoran

100 10010010027

Persentase Fasilitasi

Penataan Wilayah,

Kewenangan dan sarana

dan Prasarana Desa

100100100 10028
Persentase keryasama

desa yang terealisasi
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lv

Persentase Pembangunan

Kawasan Pedesaan Yang

dibentuk
100 100 100 100

30

Persentase pembinaan

administrasi pemerintahan

desa

100 100 100 100

Persentase ketaatan

pemenuhan dokumen

administrasi pemerintahan

desa

100 100 100 100

5Z

Persentase
Pemberdayaan/Pembinaan

Lembaga Kemasyarakatan

Desa

100 100 100 100

33

Persentase
Pengembangan Teknologi

dan lnovasi Produk

Unggulan

100 100 100 100
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t,t ISU{SU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, DPMD Kabupaten

Purwakarta tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk

kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintiah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan

Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun

isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2023 diantaranya:

1, Kualitas Sumber Daya Manusia dan pelestarian kekayaan budaya

bangsa dan daerah masih perlu ditingkatkan, termasuk percepatan

vaksinasi dalam penanganan lanjutan Covid-19;

2. Penanganan social dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca dampak

pandemic covid-19, perlu dilakukan penguatan melalui pengembangan

berbagai inovasi daerah;

3. Reformasi birokrasi dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelayanan public,

perlu dioptimalkan agar lebih maju dan modern;

4, lnfrastruktur dan konektivitas antar wilayah, masih perlu ditingkatkan;

5. Reformasi system ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup'

perlu ditingkatkan

13 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta dibuat dengan

mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan

program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan

RancanganAwalRKPDTahun2023sepertiyangtelahtersajipadatabel

berikut ini :



Iabel 2.4
Review TerhadaP Rancangan Awal

RKPD Kabupaten Punruakarta Tahu n 2023

905.754.083
Purwakarta

905.754.083

BCapaian SAKIP
Perangkat DaerahCapaian SAKIP

Perangkat Daerah

90Persentase
pemenuhan

Penunrang
pelayanan
perkantoran

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

90Persentase
pemenuhan
penunrang
pelayanan
perkantoran

PurwakartaPROGRAM
PENUNIANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

1.775,000.fi)o
PurwakartaPROGRAM PENATAAN

DESA1.775.mO.000
PurwakartaPROGRAM PENATAAN

DESA

Renia DPilD Kabupaten Punvakarta Tahun 2023
r -62

Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal

Pagu Indikatif
(np.)Capaia

n

Indikator
ProgramLokasiProgram/Kegiata

n
Pagu Indikatlf

(npJ
Target
Capaia

n

lndikator
ProgramLokasi

NO

Program/Kegiatan

109I76432I

B



Bakti Siliwangi
Manunggal
Satata Sariksa
(BSMSS)

100 Bakti Siliwangi
Manunggal
Satata Sariksa
(BSMSS)

100

TNI Manunggal
Membangun
Desa (TMMD)

100 TNI Manunggal
Membangun
Desa (TMMD)

100

PROGRAM

PENINGKATAN

XERJASAMA ANTAR

DESA

Purwakarta
27s.mo.000

PROGRAM

PENINGKATAN

KERJASAMA ANTAR

DESA

Purwakarta
275.000.mo

Pembinaan
PAMSIMAS

100 Pembinaan
PAMSIMAS

100

Peningkatan
Kinerja
Infrastuktur
Pedesaan

100 Peningkatan
Kinerja
Infrastuktur
Pedesaan

100

Peningkatan
Kinerja BSMSS

100 Peningkatan
Kinerja BSMSS

100

Peningkatan
Kinerja TMMD

100 Peningkatan
Kineria TMMD

100

PROGRAM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
DESA

Purwakarta 2.O75.OOO.OOO PROGRAM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
DESA

Purwakarta 2.O75.OOO.OOO

Monitoring dan
Evaluasi
administrasi

183 Monitoring dan
Evaluasi
administrasi

183

Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Desa

100 Penunjang
Operasional
Pemerintahan
Desa

100
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Penunjang
Operasional
Sekretariat
Bersama Dana
Desa

100 Penunjang
Operasional
Sekretariat
Bersama Dana
Desa

100

Bimbingan
Teknis System
Keuangan Desa

183 Bimbingan
Teknis System
Keuangan Desa

183

Peningkatan
Kapasitas Bagi
Kepala Desa

183 Peningkatan
Kapasitas Bagi
Kepala Desa

183

Peningkatan
Kapasitas bagi
Perangkat Desa

183 Peningkatan
Kapasitas bagi
Perangkat Desa

183

Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan Bagi
Kepala Desa
Terpilih

100 Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan Bagi
Kepala Desa
Terpilih

100

Pembinaan
Bumdes

50 Pembinaan
Bumdes

60

Kegiatan FGD
untuk
membangun
kemitraan
Bumdes

100 Kegiatan FGD

untuk
membangun
kemitraan
Bumdes

100

Lomba Bumdes 183 Lomba Bumdes 183

Expo Bumdes 100 Expo Bumdes 100
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Pemilihan Kepala
Desa

100 Pemilihan Kepala
Desa

100

Pemilihan Kepala
Desa Antar
Waktu

100 Pemilihan Kepala
Desa Antar
Waktu

100

Penyusunan
Profil
Desa/Kelurahan

792 Pen5rusunan
Profil
Desa/Kelurahan

792

Monitoring dan
Evaluasi
Pengelolaan Aset
Desa

100 Monitoring dan
Evaluasi
Pengelolaan Aset
Desa

100

Monitoring dan
Evaluasi Badan
Permusyawaratan
desa

183 Monitoring dan
Evaluasi Badan
Permusyawaratan
desa

183

Peningkatan
Kapasitas Bagi
Badan
Permusyawaratan
desa

183 Peningkatan
Kapasitas Bagi
Badan
Permusyawaratan
desa

183

Lomba Desa t7 Lomba Desa t7

Penyusunan
Indeks Desa
Membangun

183 Penyusunan
Indeks Desa
Membangun

183
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PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATA
N, LEMBAGAADAT
DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

Purwakarta
1.425.OOO.OOO

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASTARAKAT
AN, LEMBAGA
ADAT DAN
MASTARAKAT
HUKUM ADAT

Purwakarta
1.425.OOO.OOO

Lomba Posyandu t7 Lomba Posyandu L7

Pembinaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa

L92 Pembinaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa

192

Pembinaan
Posbindu

1 Pembinaan
Posbindu

1

Peningkatan
Kapasitas Untuk
Pengembangan
Ekonomi
Masyarakat

75 Peningkatan
Kapasitas Untuk
Pengembangan
Ekonomi
Masyarakat

75

Program
Penunjang
Pembinaan dan
Pengawasan LPG
Bersubsidi

72 Program
Penuniang
Pembinaan dan
Pengawasan LPG

Bersubsidi

72

Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna

100 Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna

100

Gelar teknologi
Tepat Guna

100 Gelar teknologi
Tepat Guna

100
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.I TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2020-2024 terdapat 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat lnfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan

Bencana, dan Perubahan lklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan

pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan

yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan

nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan

daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas

diantaranya yakni :
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1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas lnvestasi merupakan modal utama

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi,

inklusif dan berdaya saing melalui :

a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan

pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan

dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta

kehutanan; dan

b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry,

kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan

digital.

2. ilengembangkan Wilayah untuk Alengurangi Kesenjangan
dan llenjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan

harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan

ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan

kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

a. Pengembangan sekor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;

b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum

berkembang:

c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

d. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan llmu

pengetahuan dan tekhnologi berbasis kewilayahan dalam

mendukung ekonomi unggulan daerah; dan

e. Meningkatkan lndeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan

pelayanan dasar secara merata.
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3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk

menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah lndonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan

daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang

sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkaraher, melalui :

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuiu

cakupan kesehatan semesta;

d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

f. Pengentasan kemiskinan; dan

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan

penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah

cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan

kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang

bertumpu pada :

a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;

b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

c. Revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mentaljuga diperkuat melalui upaya pemajuan dan

pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan

meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat lnfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas

perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
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Pemerintah lndonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur

akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui

kebutuhan infrastruktur wilayah;

b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam

pembangunan;

c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan

e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan lklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber

daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana,

dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta

peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan

diarahkan melalui kebijakan :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan

c. Pembangunan rendah karbon.

7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa,

memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada

seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh

semua masyarakat melalui :

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik

berkualitas;

b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;

c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola

keamanan siber;
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d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;

dan

i. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI

di luar negeri.

Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2023 yaitu : "Peningkatan Produktivitas untuk

Transformasi Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan ".

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional

sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di

lndonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam

menyusun perencanaan pembangunan daerah baik di Tingkat Provinsi

dan Kabupaten/Kota, guna memberikan arahan bagi pembangunan

nasional Tahun 2023. Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah: "Peningkatan

Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang lnklusif dan

Berkelanjutan ".

Adapun arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah

sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;

2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;

3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan

peningkatan d{h
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon

terhadap perubahan iklim);

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain :

air bersih dan sanitasi;

B. Pembangunan lbu Kota Nasional (lKN).
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3,2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMD

Rencana Kerja (Renja) DPMD Kabupaten Pun /akarta Tahun 2023

mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten

Punivakarta Tahun 2018-2023, dimana kedua dokumen tersebut

merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Adapun Visi

dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

adalah "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA."

Sebagai bentuk perwujudan Visi, maka disusunlah Misi Kabupaten

Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan

KesejahteraanSosial;

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih

dan Profesional;

3, Mewujudkan Pembangunanlnfrastrukturdan Pengembangan

Pariwisata berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan;

4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk tahun

2023 merupakan tindak lanjut dalam rangka mendukung program

pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan

Ja ngka Menen ga h Daerah (RPJ M D) T ahun 201 8'2023.

Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Puruakarta Tahun 2023

sebagai Berikut :

Tema Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

"PEMBANGUNAN PARIPURNA MEWUJUDKAN PURWAKARTA

ISTIMEWA'

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

adalah sebagai berikut:

1 . Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan

Pemajuan KebudaYaan:

Fokus Pembangunannya diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas mutu tenaga pendidik dan
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kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai

dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;

2. Peningkatan kapasitas teknis SDM dan assesment

pegawai guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai

dengan kompetensi yang diharapkan;

3. Peningkatan minat baca masyarakat;

4. Optimalisasi upaya perlindungan,

pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan

pemajuan kebudayaan nasional dan daerah;

5. Peningkatan wawasan kebangsaan dan pendidikan

politik serta kerukunan bangsa;

6. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam

menjaga serta memeliharan ketentraman dan

ketertiban umum;

7. Pengembangan dan pembinaan potensi keolahragaan

dan kepemudaan dalam meningkatkan prestasi daerah;

B. Optimalisasi percepatan target vaksinasi dan

penanganan covid-19, peningkatan pelayanan jaminan

kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak,

perbaikan gizi masyarakat, penekanan angka stunting,

pengendalian penyakit menular dan penyuluhan

gerakan masyarakat hidup sehat, serta penguatan

sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;

g- Optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana dan

distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) pada

Fasilitas Kesehatan;

Lo. Penyaluran kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten

sesuai dengan kebutuhan industri/jasa, dan

perlindungan tenaga kerja;

1- 1. Pelatihan dan pembinaan kewirausahaan baru serta

fasilitasi wirausaha secara digital atau online melalui
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e-commerce;

12. Peningkatan kualitas hidup keluarga dan

pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, serta

peningkatan upaya perlindungan perempuan, anak dan

remaja;

13. Penguatan dan pemberdayaan sumber daya

masyarakat desa dalam peningkatan perekonomian

desa;

2. Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis
lnovasi;

Fokus pembangunannya diarahkan pada :

a. Penyediaan rumah tidak layak huni bagi masyarakat
miskin;

b. Fasilitasi pemberian bantuan langsung tunai maupun

non tunai bagi masyarakat miskin, serta penanganan

kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

(PPKS);

c. Normalisasi kunjungan wisatawan pada destinasi

wisata unggulan daerah dan destinasi wisata baru yang

potensial melalui promosi dan inovasi pengembangan

pariwisata serta penataan sarana prasarana

pendukung sesuai standar layanan pariwisata;

d. Pengembangan UMKM dan Koperasi melalui fasilitasi

dan pendampingan promosi produk unggulan daerah

(desa/kelurahan), pemasaran, distribusi dan

penyediaan logistik;

e. Pengembangan sentra industri dan perdagangan yang

kreatif, inovatif dan potensial dalam pemulihan

perekonomian masyarakat;

f. Pengembangan dan pemasaran serta pengemasan

produk unggulan daerah sesuai dengan standarisasi

Pemasaran Yang baik;
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S. Peningkatan iklim investasi dan penanaman modal

yang kondusif melalui akses pemberian ijin usaha yang

relatif mudah dan cepat serta inovatif;

h. Reformasi sistem pangan berkelanjutan melalui

penjaminan akan ketersediaan cadangan pangan yang

memadai, peningkatan kemudahan akses perolehan

pangan yang mudah dan terjangkau;

3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan

Publik yang Maju dan Modern;

Fokus pembangunannya diarahkan pada :

a. Optimalisasi manajemen birokrasi dalam tata kelola

pemerintahan yang efektif, trasparan dan akuntabel;

b. Pengembangan inovasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis

sistem atau aplikasi;

c. Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah dalam

membangun Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK)Al/ilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM);

d. Pengembangan dan penataan ASN sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan organisasi;

4. Peningkatan lnfrastruktur dan Konektivitas Wilayah;

Fokus pembangunannya diarahkan pada :

a. Pembangunan dan pemerataan akses infrastruktur

dalam rangka konektivitas wilayah yang saling

terintegrasi;

b. Pembangunan dan rehab gedung pemerintahan;

c. Peningkatan sarana dan prasarana umum;

d. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana

drainase jalan;

e. Perbaikan dan peningkatan sarana dan

prasarana drainase lingkungan perumahan;
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5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

Fokus pembangunannya diarahkan pada :

a. Reformasi sistem ketahanan bencana yang menyeluruh

dan komprehensif ;

b. Perlindungan sosial bagi korban bencana;

c. Pengelolaan lingkungan hidup dalam mencapai

ekonomi hijau dan penanganan ketahanan iklim;

Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Daerah untuk Tahun

2023 dianlaranya yaitu :

1) Optimalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan

guna Mewujudkan Kualitas SDM yang Unggul dan

Mandiri;

2) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan

Publik yang Maju dan Modern;

3) Pemantapan Kualitas lnfrastruktur Dasar, dan Strategis

yang terintegrasi;

4) Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan

Berdaya Saing;

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

maka Misi yang di jalankan adalah Misi yang Ke empat yaitu :

" Mengembangkan Perekonomian Rakyat yang kokoh berbasis Desa,

dan di jabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah berupa

pernyataan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Purwakarta.

Adapun tujuan Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Punivakarta sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah yaitu " Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Serla Daya Beli Masyarakat". Sedangkan yang meniadi sasaran Dinas

Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakartia Tahun

2018-2023 adalah ' Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan
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3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa

instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Punrakarta Pada Tahun 2023 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini kegiatan sebagai berikut :

* Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan

SubKegiatan :

a) Penyusunan Renja Perangkat Daerah

b) Koordinasi dan Penyusunann Laporan Capaian Kinerja dan

lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

.3. Administrasi Keuangan, dengan Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

.:. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,

dengan Sub Kegiatan :

a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

pada SKPD

.t Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

* Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

a) Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan

Bangunan Kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Peralatan Rumah tangga

d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

g) Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD

.3. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Kantor,

dengan Sub Kegiatan :

a) PengadaanKendaraanDinasOperasional/Lapangan

b) Pengadaan Mebel

c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

bangunan Lainnya

* Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

dengan sub kegiatan:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

.t Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, dengan sub Kegiatan:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan

Jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Opersaional atau

Lapangan

c) Pemeliharaan Mebel

d) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan

lainnya

e) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarEtna

Gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Penataan Desa

Program ini dengan kegiatan sebagai berikut:
.:. Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan Sub Kegiatan :

a) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Renja DPiID Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 lt- 78



3. Program Peningkatan Kerja sama Desa

Program ini dengan Kegiatansebagai berikut :

.3. Fasilitasi kerja sama antar desa dengan sub kegiatan :

a) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dengan Kegiatan sebagai berikut:

r.. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan :

a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Desa

b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

c) Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan

desa

d) Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga

kerja sama antar desa

e) Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan

pemberhentian kepala desa

Q Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

S) Fasilitasi Pengelolaan asset desa

h) Pembinaan Peningkatan kapasitas anggota BPD

i) Fasilitasi Evaluasi perkembangan desa serta Lomba desa

dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat
dan Masyarakat Hukum adat

Program dengan Kegiatan sebagai berikut:

.t Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di

Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang

Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan:

a) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DesaiKelurahan

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum

Adat
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b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

c) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

d) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Desa

e) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi

Tepat Guna

f) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purwakarta :
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TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DAN PERKTRAAN MAJU TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan
Daerah dan

Program/Kegiatan

lndikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencanal

Catatan
Penting

Prakiraan Maiu Rencana Tahun

2024

Lokasi
Target

Capaian

Kebutuhan

Dana /Pagu
lndikatif

Sumber
Dana

Target

Capaian

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

22,027,986,560 24,236,285,2t6

Program Penunjang

Urusan

Pemerintahan
Daerah

Kabupaten/Kota

L7,577,986,560 L9,347,285,2L6

Capaian SAKIP

Perangkat Daerah
B B

Persentase

Pemenuhan Penunjang

Pelayanan Perkantoran

90 90

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

lumlah penyusunan

dokumen
Perencanaan,

Penganggaran dan
90,000,000

104,500,000
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Kebutuhan

Dana/Pagu

!ndikatif
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EvaluasiKinerja DPMD

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Perangkat

Daerah

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 10,000,000 PAD 2 11,000,000

Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen

RKA-SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen RKA-

SKPD

Kab.PWK,Sindang

Kasih
t PAD L

Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen

Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen

Perubahan RKA-

SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi

Penyusunan

Dokumen

Perubahan RKA-

SKPD

Kab.PWK,Sindang

Kasih
I PAD I 5,500,000
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Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

lkhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan

Capaian Kinerja dan

lkhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan lkhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Kab.PWK,Sindang

Kasih
T 10,000,000 PAD L 11,000,000

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan

Evaluasi Kinerja

Perangkat

Daerah

Kab.PWK,Sindang

Kasih
t 70,000,000 PAD 1 77,000,000

Administrasi
Keuangan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi
Keuangan yang

disusun

4,937,5L7,044 5,43L,268,748

Penyediaan Gaji

dan Tunjangan

ASN

Jumlah Orang
yang Menerima

Gajidan
Tunjangan ASN

Kab.PWK,Sindang

Kasih
38 4,927,5L7,044 PAD 38

5,420,268,748

Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan

Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Laporan Keuangan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 10,000,000 PAD L

11,000,000
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Akhir Tahun SKPD

Administrasi
Barang Milik
Daerah pada

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Administrasi

Barang Milik
Daerah pada

Perangkat Daerah

18,700,000 20,570,000

Rekonsiliasidan

Penyusunan

Laporan Barang

Milik Daerah pada

SKPD

Jumlah Laporan

Rekonsiliasi dan

Penyusunan

Laporan Barang

Milik Daerah pada

SKPD

Kab.PWK,Sindang

Kasih
L 19,700,000 PAD L

20,570,000

Administrasi
Kepegawaian

Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan
dalam rangka

Peningkatan

Kualitas SDM

130,000,000 143,000,000

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket

Pakaian Dinas

Beserta atribut
Kelengkapan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
50 80,000,000 PAD 50 98,000,000
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Pend idikan dan

Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Jumlah Pegawai

Berdasarkan Tugas

dan Fungsl yang

MenBikuti
Pendidikan dan

Pelatihan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
25 50,000,000 25 55,000,000

Administrasi
Umum Perangkat

Daerah

Jumlah

Penyediaan

Kebutuhan
Administrasi
Perangkat Daerah

937,265,412 1,030,991,953

Penyediaan

Komponen

lnsta lasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

iumlah Paket

Komponen

lnstalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor
yang Disediakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
L 50,000,000 PAD 1 s5,000,000

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah Paket

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor yang

Disediakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 100,000,000 PAD 1 110,000,000
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Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah Paket

Peralatan Rumah

Tangga yang

Disediakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
40,000,000 PAD 1 44,000,000

Penyediaan Bahan

LoBistik Kantor
Jumlah Paket

Bahan Logistik

Kantor yanB

Disediakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
3 307,265,412 PAD 3 337,991,953

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Paket

Barang Cetakan

dan Penggandaan

yang Disediakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 100,000,000 PAD 2

Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

SKPD

Jumlah Laporan

Penyelenggaraan

Rapat

Koordinasi dan

KonsultasiSKPD

Kab.PWK,SindanB

Kasih
2 250,000,000 PAD 2 27s,000,000

Penatausahaan

Arsip Dinamis

pada SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan

Arsip Dinamis

pada SKPD

Kab.PWK,SindanB

Kasih
2 40,000,000 2 44,000,000

Dukungan

Pelaksanaan

Sistem

Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Jumlah Dokumen

Dukungan

Pelaksanaan

Sistem

Pemerintahan

Berbasis Elektronik
pada SKPD

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 50,000,000 PAD 55,000,000
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Pengadaan

Barang Milik
Daerah Penunjang

Urusan

Pemerintah
Daerah

Jumlah Pengadaan

Barang Mlllk
daerah Penunjang
Urusan Pemerintah

daerah

8,021,518,000

Pengadaan

Kendaraan Dinas

Operasional atau

LapanBan

Jumlah Unit
Kendaraan Dinas

Operasional atau

Lapangan yang

disedlakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 7,017,380,000 PAD 7,719,1!8,OOO

Pengadaan Mebel Jumlah Paket

Mebel yang

Dised ia kan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 PAD 2 137,500,000

Jumlah Unit Sarana

dan Prasarana

Gedung Kantor
atau Bangunan

Lainnya yanB

disediakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
20 150,000,000 PAD 20

Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan

Pemerintahan

Daerah

3,893,724,rO4 4,283,096,5r4

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat
Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa

5u rat

Menyurat

Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 5,000,000 PAD 1 5,500,000
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Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik yang

Disediakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
3 239,000,000 PAD 3 262,900,000

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum

Kantor

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa

Pelayanan

Umum Kantor yang

Disediakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
10 3,649,724,LO4 PAD 10 4,014,696,5L4

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Jumlah
Pemeliharaan

Barang Milik
daerah Penunjang

Urusan
pemerintahan

daerah

278,4OO,O0O 306,240,000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan,

Biaya

Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas

atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan

Perorangan Dinas

atau Kendaraan

Dinas Jabatan yang

Dipelihara dan

dibayarkan
Pajaknya

Kab.PWK,Sindang

Kasih
t2 148,400,000 PAD t2 153,240,000

Pemeliharaan

Mebel

Jumlah Mebelyang
Dipelihara

Kab.PWK,Sindang

Kasih
10 5,ooo,ooo PAD t0 5,500,000
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Peme liha raa n/Reha bilitasi

Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya
Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 100,000,000 PAD 1 110,000,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan

Prasarana Gedung

Kantor atau

Bangunan Lainnya

yang

Dipelihara/Direhabilitasi

25,000,000 PAD 25 27,500,000

PROGRAM PENATAAN

DESA

Persentase Fasilitasi

Penataan wilayah,
kewenangan dan

Sarana dan Prasarana

Desa

900,000,000
990,000,000

Penyelenggaraan

Penataan Desa

Jumlah
Penyelenggaraan

Penataan Desa
900,000,000

990,000,000

Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Desa

Jumlah Sarana dan

Prasarana Desa

Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 900,000,000 PAD 1 990,000,000
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PROGRAM

PENINGKATAN

KERJASAMA DESA

150,000,000 165,000,000

Persentase

l(eriasama Desa

yang terealisasi

Persentase

Pembangunan
Kawasan

Perdesaan

Fasilltasi Kerja

sama antar Desa

Jumlah Kerjasama

antal desa yang

terfasilitasi
150,000,000

Fasilitasi

Pembangunan

Kawasan

Perdesaan

Jumlah Dokumen

Hasil Fasilitasi

Pembangunan

Kawasan Perdesaan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
150,000,000 3 165,000,000

PROGRAM

ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

DESA

1,650,000,000 1,815,000,000

Persentase

Pemblnaan

administrasi
pemerintahan desa

Persentase

Ketaatan
pemenuhan

dokumen
administrasi
pemerintahan desa
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Pembinaan dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Administrasi

Pemerintahan
Desa

Jumlah Pembinaan

dan Pengawasan

Penyelenggaraan

Administrasi
Pemerintahan
Desa

1,650,000,000 1,815,000,000

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Ad ministrasi

Pemerintahan
Desa

Jumlah Dokumen

Penyelenggaraan

Administrasi

Pemerintahan Desa

Kab.PWK,Sindang

Kasih
4 PAD 4 220,000,000

Fasilitasi

Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

Desa

Jumlah

Dokumen Hasil

Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan Desa

Kab.PWK,Sindang

Kasih
L 50,000,000 PAD 1 55,000,000

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan Desa

Jumlah Dokumen

Pengelolaan

KeuanBan Desa

Kab.PWK,Sindang

Kasih
100,000,000 PAD 7 110,000,000

Pembinaan

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur
Pemerintah Desa

yang Mengikuti
Pembinaan

Peningkatan

Kapasitas

Kab.PWK,Sindang

Kasih
549 100,000,000 PAD 549 110,000,000
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Pembinaan dan

Pemberdayaan

BUM Desa dan

Lembaga Kerja

sama antar Desa

Jumlah Dokumen

Hasil Pembinaan

dan Pemberdayaan

BUM Desa dan

Lembaga Kerja

Sama antar Desa

Kab.PWK,Sindang

Kasih
6 300,000,000 PAD 6 330,000,000

Penyelenggaraan

Pemilihan,

Pengangkatan dan

Pemberhentian
Kepala Desa

Jumlah Laporan

Hasil

Penyelenggaraan

Pemilihan,

PenganBkatan dan

Pemberhentian
Kepala Desa

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 400,000,000 2 440,000,000

Fasilitasi

Penyusunan Profil

Oesa

Jumlah Dokumen

Profil Desa
Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 7s,000,000 PAD

Fasilitasi

Pengelolaan Aset

Desa

Jumlah Dokumen

Hasil Pengelolaan

Aset Desa

Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 100,000,000 PAD 1 110,000,000

Pembinaan

Peningkatan

Kapasitas Anggota

BPD

Kab.PWK,Sindang

Kasih
366 150,000,00 PAD 366 165,000,000
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Jumlah Anggota

BPD yang

MenBikuti
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Peningkatan

Kapasitas



Fasilitasi Evaluasi

Perkembangan

Desa serta Lomba

Desa dan

Kelurahan

Jumlah Dokumen

Hasil Evaluasi

Perkembangan

Desa serta Lomba

Desa dan Kelurahan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 175,000,000 PAD 2 192,500,000

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

TEMBAGA

KEMASYARAKATAN,

TEMBAGAADAT

DAN MASYARAKAT

HUKUM ADAT

1,750,000,000 1,925,000,000

Persentase

Pemberdayaan/pembinaan

Lembaga Kemasyarakatan
Desa

Persentase pengembangan

teknologi dan inovasi
produk unggulan Desa
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Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan
yang Bergerak di

Bidang

Pemberdayaan
Desa dan Lembaga

Adat Tingkat

Daerah

Kabupaten/Kota

serta
Pemberdayaan

Masyarakat Hukum

Adat yang

Masyarakat
Pelakunya Hukum

Adat yang Sama

dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Bidang

Pemberdayaan Desa dan

Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah

Kabupaten/Kota

1,750,000,000 1,925,000,000
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82,500,0001PAD1 75,000,000

Jumlah Dokumen

Hasil Penataan,

Pemberdayaan dan

Pendayagunaan

Kelembagaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat
Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat

Kab.PWK,Sindang

Kasih

Fasilitasi Penataan,

Pemberdayaan

dan

Pendayagunaan

Kelembagaan

LembaBa

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat
Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat

110,000,0007PAD100,000,000

.lumlah Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat
Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat
yang Dltingkatkan
Kapasitasnya

Kab.PWK,Sindang

Kasih
1

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat

Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat
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Fasilitasi

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Kelembagaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat
Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kelembagaan

Lembata
Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat
Desa/Kelurahan

dan Masyarakat
Hukum Adat

Kabupaten

Purwakarta,SindanB

Kasih

8.000 1,000,000,000 PAD 8.000 1,100,000,000

Jumlah Dokumen

Hasil Fasilitasi

Pengembangan

Usaha Ekonomi

Masyarakat dan

Pemerintah Desa

dalam

Meningkatkan
Pendapatan Asli

Desa

Kab.PWK,Sindang

Kasih
5 2s0,000,000 PAD 5 275,000,000

Fasilitasi

Pemerintah Desa

dalam

Pemanfaatan

Teknologi Tepat

Guna

Jumlah Laporan

Hasil Fasilitasi

Pemerintah Desa

dalam

Pemanfaatan

Teknologi Tepat

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 175,000,000 PAD 2 192,s00,000
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Fasilitasi

PenBembangan

Usaha Ekonomi

Masyarakat dan

Pemerintah Desa

dalam

Meningkatkan
Pendapatan Asli

Desa



Guna

Fasilitasi Bulan

Bhakti Gotong

Royong

Masyarakat

Jumlah Laporan

Hasil Fasilitasi

Bulan Bhakti

Gotong Royong

Masyarakat

Kall.PWK,Sindang

Kasih
L 50,000,000 PAD L 55,000,00rD

FasilitasiTim
Penggerak PKK

dalam

Penyelenggaraan

Gerakan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Kesejahteraan

Keluarga

Jumlah Dokumen

Hasil Fasilitasi 'fim

Penggerak PKK

dalam

Penyelenggaraan

Gerakan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Kesejahteraan

Keluarga

Kab,PWK,SinrIang

Kasih
L 100,000,000 PAD 1 110,000,00ic
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan

dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. lndikator kinerja

dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi

masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan

dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan

program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari

kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada

masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana

yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program

prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif

selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan

pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) Dinas Perberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2023 bersumber dari

APBD Kabupaten Purwakarta Berdasarkan hasil pemutakhiran Permendagri 90

tahun 2019 Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 melaksanakan,

melaksanakan 5 ( lima) Program, 12 (dua belas ) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua)

Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten PurwakartaTahun2022 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :
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TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode

Urusan/Bidang
Urusan

Pemerintahan
Daerah dan

Program/Keglatan

lndikator Kinerja
Program/Keglatan

Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2024

Lokasi
Target

Capaian

Kebutuhan

Dana /Pagu
!ndikatif

Sumber
Dana

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana/Pagu

lndikatif

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

22,027,986,56
0

24,236,285,2L6

Program Penunjang

Urusan

Pemerintahan
Daerah

Kabupaten/Kota

L7,577,986,56

0
L9,34L,285,276

Capaian SAKIP

Perangkat Daerah
B B

Persentase

Pemenuhan
Penunjang Pelayanan

Perkantoran

90 90

Perencanaan,

Penganggaran,
dan Evaluasi

Kinerja Perangkat

Jumlah penyusunan

dokumen
Perencanaan,

Penganggaran dan
Evaluasl Kinerja

90,000,00o

104,500,000
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Daerah DPMD

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Perangkat

Daerah

Kab.PWK,Sinda

ng Kasih
2 10,000,000 PAD 2 11,000,000

Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen

RKA-SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

Kab.PWK,Sinda

ng Kasih
7 PAD 1

Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen Perubahan

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

dan Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen Perubahan

RKA-SKPD

Kab.PWK,Sinda

ng Kasih
1 PAD 1 5,500,000

Koordinasi dan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

lkhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan

Capaian Kinerja dan

lkhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Kab.PWK,Sinda

ng Kasih
t 10,000,000 PAD 1 11,000,000
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lkhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan

Evaluasi Kinerja

Perangkat

Daerah

Kab.PWK,Sinda

ng Kasih
L 70,000,000 PAD t 77,OOO,OOO

Administrasi
Keuangan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasl Keuangan

yang disusun

4,937,5L7,O44 5,437,268,748

Penyediaan Gaji

dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang

Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN

Kab.PWK,Sinda

ng Kasih
38 4,927,577,044 PAD 38 5,42O,268,748

Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun

SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan

AkhirTahun SKPD

Kab.PWK,Sinda

ng Kasih
1 10,000,000 PAD 1 11,000,000

Admlnistrasi
Barang Millk
Daerah pada

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Administrasi Barang

Mlllk Daerah pada

Perangkat Daerah

18,700,000 20,57O,OOO
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Rekonsiliasi dan

Penyusunan

Laporan Barang

Milik Daerah pada

SKPD

Jumlah Laporan

Rekonsiliasi dan

Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah

pada SKPD

Kab.PWK,Sinda

ng Kasih
1. 19,700,000 PAD 7 20,57O,OOO

Administrasi
Kepegawaian

Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan dalam
rangka Peningkatan

Kualitas SDM

130,000,000 143,000,000

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian

Dinas Beserta atribut
Kelengkapan

Kab.PWK,Sind

ang Kasih
50 80,000,000 PAD 50 88,000,000

Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Jumlah Pegawai

Berdasarkan Tugas dan

Fungsiyang Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Kab.PWK,Sind

ang Kasih
25 50,000,000 25 55,000,000

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Jumlah Penyediaan

Kebutuhan

Administrasi Perangkat

Daerah

937,265,472 1,030,991,953

Penyediaan

Komponen lnstalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Paket

Komponen

lnstalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor
yang Disediakan

Kab.PWK,Sind

ang Kasih
1 5o,00o,ooo PAD 1 55,000,000
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Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah Paket

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

Kab.PWK,Sind

ang Kasih
1 100,000,000 PAD L 110,000,000

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah Paket

Peralatan Rumah

Tangga yang

Disediakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 40,000,000 PAD 1. 44,000,000

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Jumlah Paket

Bahan Logistik

Kantor yang

Disediakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
3 3O7,265,4t2 PAD 3 337,99t,953

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

iumlah Paket

Barang Cetakan

dan Penggandaan

yang Disediakan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 100,000,000 PAD 2 110,000,000

Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

SKPD

Jumlah Laporan

Penyelenggaraan

Rapat

Koordinasi dan

KonsultasiSKPD

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 250,000,000 PAD 2 275,000,000

Penatausahaan

Arsip Dinamis

pada SKPD

Jumlah Dokumen

Penatausahaan

Arsip Dinamis
pada SKPD

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 40,000,000 PAD 2 44,000,000
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Dukungan

Pelaksanaan

Sistem

Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Jumlah Dokumen

Dukungan

Pelaksanaan

Sistem

Pemerintahan

Berbasis Elektronik
pada SKPD

Kab.PWK,Sindang

Kasih
2 50,000,000 PAD 2 55,000,000

Pengadaan

Barang Milik
Daerah Penunjang

Urusan

Pemerintah

Daerah

Jumlah Pengadaan

Barang Milik daerah
Penunjang Urusan

Pemerintah daerah
7,292,38O,0OO 8,021,618,000

Pengadaan

Kendaraan Dinas

Operasional atau

Lapangan

Jumlah Unit

Kendaraan Dinas

Operasional atau

Lapangan yang

disediakan

Kab.PWK,Sindan

g Kasih
2 7,Ot7,38O,OOO PAD 2 7,7l9,LL8,OOO

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan

Kab.PWK,Sindan

g Kasih
2 125,000,000 PAD 2 137,500,000

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Gedung Kantor

atau Bangunan

Lainnya

Jumlah Unit Sarana

dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan

Lainnya yang

disediakan

Kab.PWK,Sindan

g Kasih
20 150,000,000 PAD 20 155,000,000

Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan

Pemerlntahan

Daerah

Jumlah Penyediaan

Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan
Daerah

3,893,724,LM
4,283,096,5L4
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Penyediaan Jasa

Surat Menyurat
Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa

Surat

Menyurat

Kab.PWK,Sindan

g Kasih
1 5,ooo,oo0 PAD 1 5,5oo,ooo

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

Kab.PWK,Sindan

g Kasih
3 239,000,000 PAD 3 262,9OO,OOO

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum

Kantor

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa

Pelayanan

Umum Kantor yang

Disediakan

Kab.PWK,Sind

ang Kasih
10 3,649,724,LO4 PAD 10

4,OL4,696,5L4

Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan

Daerah

Jumlah
Pemeliharaan

Barang Milik daerah
Penunjang Urusan
pemerintahan

daerah

278,400,000 305,240,000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas

atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan

Perorangan Dinas

atau Kendaraan

Dinas Jabatan yang

Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya

Kab.PWK,Sind

ang Kasih
t2 148,400,000 PAD t2

163,240,000

Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebelyang
Dipelihara

Kab.PWK,Sind

ang Kasih
10 5,000,000 PAD 10

5,500,000
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Pemeliharaan/Rehab

ilitasi Gedung Kantor

dan Bangunan

Lainnya

Jumlah Gedung

Kantor dan

Bangunan Lainnya

yang

Dipelihara/Direhabili

tasi

Kab.PWK,Sind

ang Kasih
L 100,000,000 PAD 1.

110,000,000

Pemeliharaan/Rehab

ilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung

Kantor atau

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan

Prasarana Gedung

Kantor atau

Bangunan

Lainnya yang

Dipelihara/Direhabili

tasi

Kab.PWK,Sind

ang Kasih
25 25,000,000 PAD 25

27,500,000

PROGRAM

PENATAAN DESA

Persentase

Fasilitasi Penataan

Wilayah,
kewenangan dan

Sarana dan
Prasarana Desa

900,000,000 990,000,000

Penyelenggaraan

Penataan Desa

Jumlah
Penyelenggaraan

Penataan Desa

900,000,000 990,000,000

Fasilitasi Sarana

dan Prasarana

Desa

Jumlah Sarana dan

Prasarana Desa
Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 900,000,000 PAD L 990,000,000

PROGRAM

PENINGKATAN

KERJASAMA DESA

150,000,000 155,000,000

Persentase

Kerjasama Desa
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yang terealisasi

Persentase

Pembangunan

Kawasan

Perdesaan

Fasilitasi Keria

sama antar Desa

lumlah Kerjasama

antar desa yang

terfasilltasl
150,000,000 55,000,000

Fasilitasi

Pembangunan

Kawasan

Perdesaan

Jumlah Dokumen

Hasil Fasilitasi

Pembangunan

Kawasan Perdesaan

Kab.PWK,Sindang

Kasih
3 150,000,000 PAD 3 155,000,000

PROGRAM

ADMIN!STRASI

PEMER!NTAHAN

DESA

1,550,000,000 1,815,000,000

Persentase

Pembinaan

administrasi
pemerintahan desa

Persentase

Ketaatan
pemenuhan

dokumen
administrasi
pemerintahan desa
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Pembinaan dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Administrasi
Pemerintahan

Desa

Jumlah Pembinaan

dan Pengawasan

Penyelenggaraan

Administrasi
Pemerintahan
Desa

1,550,000,000 1,815,000,000

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Administrasi
Pemerintahan

Desa

Jumlah Dokumen

Penyelenggaraan

Administrasi
Pemerintahan Desa

Kab.PWK,Sindang

Kasih
4 200,000,000 4 220,000,000

Fasilitasi

Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

Desa

Jumlah

Dokumen Hasil

Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan Desa

Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 50,000,000 1 55,000,000

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan Desa

Jumlah Dokumen

Pengelolaan

Keuangan Desa

Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 100,000,000 t 110,000,000
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Pembinaan

Peningkatan

Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur
Pemerintah Desa yang

Mengikuti Pembinaan

Peningkatan Kapasitas

Kab.PWK,S

indang

Kasih

549 100,000,000 PAD 549
110,000,000

Pembinaan dan

Pemberdayaan

BUM Desa dan

Lembaga Kerja

sama antar Desa

Jumlah Dokumen Hasil

Pembinaan dan

Pemberdayaan BUM Desa

dan Lembaga Kerja

Sama antar Desa

Kab.PWK,S

indang

Kasih

6 300,000,000 PAD 6
330,000,000

Penyelenggaraan

Pemilihan,

Pengangkatan dan

Pemberhentian
Kepala Desa

Jumlah Laporan Hasil

Penyelenggaraan

Pemilihan, Pengangkatan

dan Pemberhentian
Kepala Desa

Kab.PWK,S

indang

Kasih

2 400,000,000 PAD 2
440,000,@0

Fasilitasi

Penyusunan Profil

Desa

Jumlah Dokumen Profil

Desa

Kab.PWK,S

indang

Kasih

7 75,000,000 PAD 7
82,500,000

Fasilitasi

Pengelolaan Aset

Desa

Jumlah Dokumen Hasil

Pengelolaan Aset Desa

Kab.PWK,S

indang

Kasih

L 100,000,000 PAD 1
110,000,000

Pembinaan

Peningkatan

Kapasitas Anggota

BPD

Jumlah Anggota BPD yang

Mengikuti Pembinaan

Peningkatan Kapasitas

Kab.PWK,S

indang
Kasih

355 150,000,000 PAD 366
165,0oo,ooo
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Fasilitasi Evaluasi

Perkembangan

Desa serta Lomba

Desa dan Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil

Evaluasi Perkembangan

Desa serta Lomba Desa

dan Kelurahan

Kab.PWK,S

indang

Kasih

2 175,000,000 PAD 2
192,500,@0

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

, LEMBAGA ADAT

DAN MASYARAKAT

HUKUM ADAT

1,750,000,000
1,925,000,000

Persentase

Pem berdayaa n/pem bi naa

n Lembaga

Kemasyarakatan Desa

Persentase pengembangan

teknologi dan inovasi

produk unggulan Desa

Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan
yang Bergerak di

Bidang

Pemberdayaan

Desa dan Lembaga

Adat Tingkat
Daerah

Kabupaten/Kota
serta

Pemberdayaan

Jumlah Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Bidang

Pemberdayaan Desa dan

Lembaga Adat Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah

Kabupaten/Kota

1,750,000,000 1,925,000,o0o
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Masyarakat Hukum

Adat yang

Masyarakat

Pelakunya Hukum

Adat yang Sama

dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Fasilitasi Penataan,

Pemberdayaan

dan

Pendayagunaan

Kelembagaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat

Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat

Jumlah Dokumen

Hasil Penataan,

Pemberdayaan dan

Pendayagunaan

Kelembagaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat

Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat

Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 75,000,000 PAD t 82,500,0m
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Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat

Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat

Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat

Desa/Kelurahan

dan Masyarakat
Hukum Adat
yang Ditingkatkan

Kapasitasnya

Kab.PWK,Sindang

Kasih
1 100,000,000 PAD 1 110,000,m0

Fasilitasi

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Kelembagaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM,

dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat
Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat

Jumlah Sarana dan

Prasarana

Kelembagaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan (RT,

RW, PKK, Posyandu,

LPM, dan Karang

Taruna), Lembaga

Adat Desa/Kelurahan

dan Masyarakat

Hukum Adat

Kabupaten

Purwakarta,Sind

ang Kasih

8.000 1,000,000,000 PAD 8.000 1,100,000,000
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Fasilitasi

Pengembangan

Usaha Ekonomi

Masyarakat dan

Pemerintah Desa

dalam

Meningkatkan
Pendapatan Asli

Desa

Jumlah Dokumen

Hasil Fasilitasi

Pengembangan

Usaha Ekonomi

Masyarakat dan

Pemerintah Desa

dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli

Desa

Kab.PW(Sindan
g Kasih

5 250,000,000 PAD 5 275,OOO,OOO

Fasilitasi

Pemerintah Desa

dalam

Pemanfaatan

TeknologiTepat

Guna

Jumlah Laporan Hasil

Fasilitasi Pemerintah

Desa dalam

Pemanfaatan

Teknologi Tepat

Guna

Kab.PWK,Sindan

g Kasih
2 175,000,000 PAD 2 192,500,000

Fasilitasi Bulan

Bhakti Gotong
Royong

Masyarakat

Jumlah Laporan

Hasil Fasilitasi

Bulan Bhakti

Gotong Royong

Masyarakat

Kab.PWK,Sindan

g Kasih
t 50,000,000 PAD t 55,000,000

FasilitasiTim
Penggerak PKK

dalam

Penyelenggaraan

Gerakan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Kesejahteraan

Keluarga

Jumlah Dokumen

Hasil Fasilitasi Tim

Penggerak PKK

dalam

Penyelenggaraan

Gerakan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Kesejahteraan

Keluarga

Kab.PWK,Sindan

g Kasih
1 100,000,000 PAD 1 110,000,000
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PENUTUP

Sebogoimqno qmqnqt don hetentuqn dotqm Peroturon Menteri Dolqm Negeri

Nomor 86 Tqhun 2017 tentong Tqtq C.orq Perenconoon, Fengendoliqn dqn Evqluosi

Pembongunqn Doeroh, Toto Corq Evoluqsi Rqncongon Perqturqn Doeroh tentong
Rencqno Pembongunon Jongho Ponjong Doerqh dqn Rencono Pembongunon longho
Menengoh Dqeroh, Serto Tqto Coro Perubohon Rencqno Pembongunon longhq Poniong

Doerqh, Renconq Pembongunon lqnghq Menengoh Doeroh don Rencqnq Kerio

Pemerintoh Doeroh, bqhuaq setiop Kepolo Peronghut Doeroh hqrus menyiophon Renconq

Kerio Perongffi Doerqh (Renio PD) sesuoi dengon Tugos Pohoh don Fungsinyo dengon

mengocu pqdo Rqncongqn Awql Rencqnq Kerio Femerintqh Doeroh don berpedomqn

podo Renstrq PD.

Rencono Kerio Perqnghot Dqeroh ini memuqt Tujuon don Sosqrqn Pencopoion Misi,

Progrom dqn Usulqn Kegioton Dinqs Pemberdoyoon Mosyorohot don Deso Kobupoten

Purt#qhortq Tohun 2021. Reniq Dinqs Femberdqyoon Mosyorqhot dqn Derq Kobupoten

Purroqhorto seloin meniodi Acuon Pelqhsonqon Kegioton Tqhun 2oz2 br.lrtungsi pulo

sebqgoi torqnq peningMon hinerio Dinos Pemberdoyoon Moryorohqt dqn Dero.Selqin

sebogoi bohon pelohsonoqn hegiotqn selomo Tqhun 2O?2, Reniq iugq dqpot digunohon

Jebqgqi scrqnq untuh melqhuhqn hegiqtqn yong dilohrsonohon dqlom sotu tohun bogi

seluruh iqiqrqn Dinos Pemberdqyoon Mosyorqhot don Deso Kobupoten Purwohqrtq.

Renio iugo memberihon umpon bolih yong songqt diperluhon dqlqm pengombilon

heputuson don penyusunon rencqnq di mosq mendqtqng oleh poro pimpinon monojemen

beserto seluruhstqf Dinor Pemberdoyoon Mosyorqhot don Deso Kobupoten Purwohortq

sehinggq qhon diperoleh peninghoton hinerio he qrqh yong lebih boih dimqlo dqtqng.

Semogo Rencono Kerio DPMD Kobupoten Purwqhorto Tqhun 2ol22 ini dopot

dijodihon sebogqi pedomon dolqm penyurunqn Rencono Kerio don Anggorqn (Rl(A)

DPMD Kobupoten Purwqhorto Tohun Anggqron 2ol22.

Purwohorto, 5 September 2O2.
Kepolo Dinos kqt dqn

Deso
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